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SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWATENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan khususnya
ketentuan mengenai kriteria penerima hibah dan tata cara
pengusulan hibah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali
Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun
2018, sepanjang ketentuan mengenai Hibah, dipandang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota
Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2020 Nomor 4);

6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018
Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai
berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah

otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka

untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah
dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur
atau Wali Kota; atau

c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.
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d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria:
1. berbadan hukum;

2. diutamakan  koperasi  produsen, konsumen,

pemasaran dan jasa non keuangan;
merupakan koperasi primer dan aktif;
berkantor pusat dalam wilayah administratif Daerah;
beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
antara pengurus dan pengawas, antara pengurus
dan manajer, antara pengawas dan manajer serta
intern pengurus, pengawas, dan manajer tidak
terdapat hubungan keluarga/semenda;

7. tidak sedang terjadi konflik internal pengurus;

8. memiliki modal sendiri paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. bukan koperasi yang berada di lingkungan instansi
pemerintah, badan usaha milik negara atau badan
usaha milik Daerah;

10. memiliki administrasi organisasi, usaha dan
keuangan yang tertib; dan

11. kinerja usaha koperasi surplus.

ook

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada:

a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan; atau

b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan Hibah
secara tertulis kepada Wali Kota.
Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
oleh Wali Kota paling lambat pada minggu keempat bulan
Januari.
Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh ketua atau penanggung jawab yang
berisi tujuan dan lingkup kegiatan yang akan didanai dari
Hibah.

(4)
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(4) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan:

a. organisasi kegiatan;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

c. jadwal pelaksanaan; dan/atau

d. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 atau Pasal 8.

(5) Dalam hal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh badan atau lembaga yang berada
dibawah pembinaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Provinsi wajib melampirkan rekomendasi dari instansi
pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 November 2020

WALI KOTA SALATIGA,
ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DA KOTA SALATIGA,

SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010
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